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PERATURAN PRESIDEN EEPUEBLIK INDHINESTA

NOMOR T2 TAILN 24321

TEMTAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2015
TEMNTAMNG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHRAN YANTG MAHA E3A

PRESTDEN REFPIIRLIK INTIONITEIA,

Menimbang @ bshwa  untuk  penvesuaian pengaturan  penegunaan
produk fasa Uaaba Whiko dan UTasha Kecil serta Koperasi, dan
penpaluran pengadasan jasa konsiruks yvang pemiayeannya
bersumber dari APBNSAPBD dalamn Pengadaan Barane/ Fasa
Pemerititah untuk lemudahan berisaha berdasarksn Undang-
Uncung Nomor 11 Tabhun 2020 entang Cipta Kerga dan
penvesoaian  ketenivdas Somber Daya Manuosia Pengadaan
Barane/Jasa, perla menstaphkan Peraturan Presiden tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden MNomor 16 Tabon 20158
tentang Pengadaan Barang/Jasa Memenntah;

Mengingat - 1. P’s=al 4 avat (1} Undang-Lirklang Desar Negara Kepublk
Tndanesia Tahun 1945;

2, LUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 lenlang

I*erbendaharaan MWegara  (Lemberen Negara  Repubhk

Thdonesta Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negarn Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang Undeng Nomeor 30 Tahun 2014 tencang
Admiristrasi FPemerintahan (Lembaerar Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nemor 292, Tambahon Lembaran
Nogura Republbik Tndonesia Nomnoe 001 (;

4. Undang-Undang _ . .
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4,  Undatg-Undang Neomor L1 Tahun 2020 tontang Cipta
Kerja {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2020
Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 6573);

S TPeraturan Presiden NWomer 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan DBarang/Jasa Pomerinlab [Lembaran Negara
Repuliik lrdonesia Tahun 2018 KNomar 339,

MEMUTLIGKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUDBAIIAN  ATAS
PERATURAN PREZIDEN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG
PENGADAAN BARANG JASA FEMERINTAILL

Paszall

Beborapa keleruan dalam Peraturan Presiden NMomor 146
Tahun 2018 lentang Pengadaan Buarang/Jasa Pemerintah
[Lembaran Nepgara Republik Indonesia Talun 20018 Namor 33)
dintbah =selagai heriloat:

1. Di antara angka 10 dan angla 11 Pasal 1 disisipkan 1
[satu] angka, yalomi angla 104, ketentuan angka 14, angks
13, dan anglka 47 Pasul | dihapus, ketentuar angkas 15
Pasal 1 diubah, di antara angka 18 dan angka [9 Pasal 1
disisipkarn 2 [dua) angka, yaleni angka 184 dan angka 18h,
di antara anglka 29 dan angka 30 Pasal 1 dizisipkan 1
(sara) anglka, vakmi angka 293, ketentuan angka 12, angka
27, angka 3Z, anglea 33, anglia 35, dan angka 50 Pasal 1
divbak, seria dilambahkan 1 (satu) anglos yakni angka 34,
schinges Pasal 1 herbonyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimuaksud dengan:
1. Pengadaan Baranu/Jasa Pemerintah Vang
sclanjutnya diselnit Fengadoan Barang/Jasa adalal
keoiatan Fenaadaon Barang/ Jasa olch

Kementerian /Lembagn /Perangkat Dacrah vang
dibiayai, olch APBNAFPBD vang prosesnya sejak
idencifikasi kebutuhan, sumpol dengan serall terima
hasil elerjaan.

h‘l

Kementerian  Noegara  yang  seloujutnys,  diselbat
Kementerian  adalahy perangkat pemerinlah vang
membidang urusan tertentu dalam pemerintahan.

2. Lembaga . - .
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3. Lembapa adalah organisasi non-Kemenlerian Negars,
dan instansi lain pengeuna anggaran vang dibentuk
untuk melaksanakan 1ugas terpentu berdasarkan
Undang-Undang Masar Megara Republik Indoncsia
Tehun 1945 aptan peraturan perundang-undangsn
lainnya.

4. Perangkat Daeralh adalah unsur pembaniu kepala
daerah dan Dewan Perwokilan Eakvat Daeran dalam
poiwelenggarann arusan pemerintahan yang menjaci
kewenungan daerah,

R, Pemerintah Dacrah adalah hkepals dacrab sebagal
unsur penyelengparg pemerintabian dasrah yang
memimpin pelaksanasn urisan pemecintahan yang
menjacl kewenangsan dasrah atonam.

6. Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  DBarang/Jasa
Pemernrah yvang selanjuinva disinglkat LKPE adalah
lembaga pemerintab rang hertugas mengembangkan
dan memimuskan kebijalkan Penpadaan Barang/Jasa
Pemcrintah.

7. Pengguna Anggaran yang sclantutnya dizinglkat PA
adalah pejabat pemegang kowenangsn ponegumadn
anggaran Kemenlenan Negara/ Lemnbags  Perancleat
[aerah,

8. IKuasa Mengruns Angoaran pada Peisksanaan APON
yang selanjuinva disingkal KPA adalah pejabat vang
memperoleh kuasa dar BA unouk melaksanakan
gebaman kewenangan  dan tanggung Jawanb
FERPEnINaan anggaran padsa Kcmeneorian
Megara/Lemhaga vang bersangkutan.

%, Kuasa Penpouna Anggaran pada Pelaksanaan AMED
yvanp selanjumya disingkat KPA adalah pejabal yang
dibenn kuass untuk  melaksanakan sebaman

hewenmugan PEILERLIA anggaran dalam
melaksanakan sebagian magas dan tungsi Peranpkat
Daetah.

10, ¥gjabat  Pombuaat  RKemilmen  yane  selanitnys
disinpkal FPE adalah peiabat vang diber kewenangan
aleh PAJKPA untalk mengambil keputusan dan/atan
melalukan rindakan yong dapat mengakibatlean
pengeluaran  angeparan belanja  negarsfqanpgaran
belanga dasrah,

1. Peiahar . .

SK No 093758 A jdih.lkpp.go.id




FRESIDEN
REPUALIK ENDOMESIA

-4 -

10a. DPgjabat Pelaksana Telnis Keglatan yang sclanjuinya
dizebut PPTE adalah pejabal pada Unif Saluan Kerja
Perangkat Dacrah  (BEKPD} yenpg melaksanaskan
L [selu] alauw beberaps keglalan dan suslyl progran
sesliar dengan bidang tupasnyva,

11, Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa yang sclanjuetnya
dimingkal  UKPBJ  adalah unit kerju di
Kemenlenan,/ Lembag:a/Pemnernlah Daerah  yang
triefiiach pusar keungenalan Pengadasan Darang/Jass,

12, Kelvmpok Kerja Pemiliban vang selanjutnyva clisebnac
Fokja Pemilihan adalah sumber dava manusia vang
ditetaplkan oleh kepala UKPBEl untuk mengeiola
permlihan Penyedia.

13. Fejabat Pengadaan adalah pelabar
administrasif pejabat fungslonal/ personel vang
boertugas mcolaksanalkan Pengadaan Langsung.
Penunjukan Langsunyg, dan/atzu E-purchastneg.

14, Dihapus.
15, Dihapus.

16, Agen Pengadaan adalaly UKPBJ atan Pelaku Usaha
vang melaksanakan sebagian atau sehunih pelecjaan
Pengadaan Borang/.Jasa vang dibent kepercayann
oleh Kementerian/ Lembaga fPeranpkat Daerah
sebapa pihak pemberi pekeriaan,

17, Penyvelenggara  Swakelolan  adalsh pom vang
rmenvelengparakan keglatan secara Swakelola,

18, Burmnber Daya Manuasin Penpadasan  Barnang/Jasa
Pemerintah acdatalh Aparanar 3ipl Negara dan Non-
Aparatur  Sipil Negara vang bekerja of  bidang
Penpadasan Barang/.lasa Pemerintah.

1#a. Pejabar Margsinnal Penpelidla Pengadasn
Barang/.Jazsa yang selanjuinya disebut Pengelola
Pungadaszn  Barang/.Jasa  oadolah  Aparatur  Hipil
Mepnra yang diben lugas, langgong javwab, wewenang,
dan halr secara perah oleh pejabat srang berwenang
Lmtuls melaksanalian kegaman Pengadaan
Barang/ Jasa,

181, Personel © . .
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18bh. Personel  selain Pejabat  Fungsional Pengelola
Penpadasn Boarang/Jasa yang selanjulrnya diselbat
Perzonel Lainnya adalsh Aparatar Sipil  MNegara,
prajuril. Tentara Nasmienal [ndonesia, dan anggota
Kepolisian Negara Republik Indanesia vang diberi
tagas, AnppuUng jawab, wewenang, dan hak =ecara
perith aleh pejabat  vang  berwenang  untuk
melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/.lasa.

19, Rencana  Ummuin  Pengadaan Barang/Jasa  yang
selanjutnya disipgkar RUP adalab daftar rencana
Penpadaan Barang/Jase vang akan dilaksanalan
nleh Kementerian /Lembaga / Perangkat Dacrah.

20, E-morketploce Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar
elektromik  yang disedialtan  untuk memenulu
kebutuhan barang/jasa pemerinlah,

21. Layanar  Pengadaan  Scecarn Elcktronmik  adalah
lavanan pengelolaan wknelog inlormast unlok
mermfasilieesl pelaksanann Pengodasn Barang/Jasa
seoard elekironik,

22 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya
dizimgkat APIP adalah  aparal yany  melakukan
pengawnsan  melalud  audit, reviu,  pemantauan,
evaluasi, dan kegiatan pengawasan lan rerhadap
penvelenggaraan igas dan fungsi pemerintah.

23. Pengadean Barang/Jasa melalul Swakelola vang
selanjulnyva disebul  Swakelola adatah cara
memperaleh barang/ jasa yang dikerjakan sendin oleh
Kementerian/Lembaga/ Meranghat Dhaeerad,
Kementerian/Lembaga /Peranglat Dacreh lam,
orpanisast  kemassyarakslan, Al kelommok
masvarakal,

24 Orpanisasi Remasyaralatan yang selanjuinys diselnar
Ormas adalah orpanisqsl vang didirikan dan dibentualk
olch  muasvarakal  secars sukacela  herdasarkan
it sHmaaT ARSI, kehendalk, kehutuhan,
kepentingan,  kegatan, dan  twoan untuk
borpartisipasi dalam pembenpunan deml lereapainy s
nyuan MNegara Kesatvan Republik Indanesia yang
berdasarkan Pancasila.

25, Kelompok Masyarakar adalah kelompok masyaralat
vany melaksanakun Pengadann Barang/Jasa dengan
dukungan anggaran Lelanga dari APRE SAPRD.

26, Penpadaan . .
S Mo 92760 A jdih.lkpp.go.id
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26, Pengadoan Barang/Jasa melalui Penyedia adaleh
cara memperoleh barangfjasa vang disediakan cleh
Pelaku Usaha,

27, Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangat
vang melakukan ussha danfatau kepiatan  pada
hidang tertentu,

28, Penyedia Barang/Jasa Ponenntab vang selanjachyva
disebur  Penyedin  adaleh Pelaku  Usaha  vang
mecnyvediakan barang/ jusa berdasarkan kontrak.

29, Barang adalah setiap benda Baik berawjud manpun
tiduk bersujud, bergeral mauvpun udak bergerals,
vang dapat diperdapanskan, dipakad, diperrunakan
atau dimanfsatkan aleh penpeuna barang.

2Ga. Produk. adalah barang yang dibual atad jasa juang
dihasilkan oleh Pelalou Usahe,

A Pekenaan  Konstruksi adelah keselwruthan ata
sebapian  leglatan  yang melipuli pembangunan,
pengoperasian, pemeliharasn, pembongkaran, dan
permbangunan kemball suatu banpunan.

31, Jusa Wonsultans=i adalab jasa layanan profesional
vang membutuhkan keahliun tlertentu di berbagad
hidang keillmuan yang menputamakan adanya olah
pilir.

32. .lasa Lainnva adalah jasa nonkonsultansi atan jasa
vang membutuhkan peralatan, melodologi khuosus,
danfatau ketermanpilan dalam  snaty =istem lata
kelola vang Lelah dilenal luas di dunia usaha untuk
menyclesaikat suatu pekerjaan.

33, Harga Porldraan Sendin vanp selanjumya disinglat
HPS sdalah  perkiraan harga baraog/jass yang
ditctapkan oleh PPR vang telah memperhitungkan
biaya  ldak  langsuneg, Keuntungan dan Pajak
Pertambahan Nilai,

3d. Penelitian . . .
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34. Tenelitian adalah kegpiatan yang dilabukan menurot
kaidah dan metade Imiab secara sistemulis untuk
memperoleh infarmasi, data, dan keterangan vang
berkaitan  denpan pemabaman dan  permbukoan
kebenarann atau ketidakbenaran  sualll asoms
danalawl hipelesiz di bidang ilon pengetaligan dan
teknologl serta menorik kesimpualan (lmiah bao
keperluan kemajusn ilmu penpetahuan danfatan
tekuologi.

35, Pembelian secars  Elekironik wang  selanjutnya
discbut E-purchos/ing adalah A cara pembelian
barang/jasa meialu sistern Katalog eleklronik atau
tuko danng,

25, Tender adalah metode pemilihan unoik mendapatkan
Penyedia Buarang /Peltejaan Kenstruakst )/ Jasa
Lainnya,

37, Heleksi adalah metode porailihan unouk mendapatlan
Penyedia Jasa Konsolansi.

38, Tender/Seleksi  Intemasional  adalah pemiliban

Penyedia dengan peserta pomnilihan dapat berazal dari
Frlaku Usaha nasional dan Pelaku Usaha azing.

39, Penunjukan Langsung adalah metode pemil:han
unlulkk mendapatkan Penyedia Burang/Pelkerjaon
honslzuksifJasa KonsultansifJasa Lainnya dalam
keardaan lerlentu.

40}, Penpadaan Langsunge Barang/Pekenaan
KonstruksifJasa Lainnyva adalall metode pemilihan
untuk. mendapatkan Penyvedia Barang/Pekerjaan
KonstruksfJasa Lainnya vang hernilal paling banyalc
Fp200.000.000,00 {dua ratus jute topiati),

4l. Fengodsan Langsung  Jasa Ronsullansi  adalah
inelode pemilihan vohok mendapatkan Penyedia Jasa
Eonsullansi  vang berpilal paling  hanvak
g DOW, 0, G, 08 fscra s juta ruplah).

42 fi-rgperse Auction adalah mewde penawaran harga
secara berulang.

43. Dokumen  Pemilihan  adalah dokurmen  yang
rlitetaran uivh Palzja Femililhan/ Prjalbsal
Fengadaan/Agen Penearlasn yung meomuat informasi
dan ketentuan yvang harws ditaati nleh para pihal
dalam pemilihan Penvedia.

44, kontralk . - .
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44, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjuonya
disebut Kontrak adalah peorjanjian erlulis antacs
PA/KPASPPE  dengan  Ponwedia  aleu pelaksana
Swakelnla.

43, Usaha Mikre adelab usaha produltif milik orang
permrangan danfatau badan usabsa perorangan vang
memcnuli kriteria Ussha Mikro sehagaimana
dimakseud dalum Undang-lUndang tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah.

45, Usaha Herol adalah 1isaba ekonomi produlktf yang
berdirt sendiri dan <ilakukan oleh orang pororangan
atay badan usaha yang bukan merupsln ansls
perusabiaan atal bulkan cabang peorusahsan yang
dimilila, dilnaasai atau menjadl bagian balls langsung
manypin tidak langsung dan Lsaha Menengah atau
Uzaha Besar yvang memenuhi kriteria Usaha Kecil
sebagaimana dimaksud  dalam  Urnidang-Undang
tentang Usaha Mikro, Kecll, dan Menengsah,

47, Dihapus.

45 Hurar WJamiman yang sclanjummys disebul Jaminan
adalah jaominan tertulis yang dikeluarkan cleh Banl
Umum/ Perusahaan Penjaminan,Permisahaan
Asuransi/lembaga kevangan khusus  yang
menjalankan  usabha i hidang pembioyaan,
penjaminan, dan asuranst untule mendorony ekspor
Indonesia  scsual denegan kelenluan peravlcat
perundany-undanpan di bidang lembaga pembdayaan
ehkapor Indonesia,

4%, Bunksi Dallar Hilam adalah sanksi vang diberilan
kepada peserta pemilihan/ Penyedia berupa larangan
mengitniti  Pengadean  Barang/fJasa  di scluruh
Kementerian/Lembaga/Perangkat  Dacrah dalam
Janglia walttn tertentu.

5h Fenpadaan  Berkelanjuman  adalah Pengadaan
Barang/Jaza vang bermujuan untuk moncapal nilal
tnanfaat yang menpuanmanekan secara ekonarnis tidal
hanya  untuk  Kementerian/ Lembaga / Peianpkat
Duacrah  schagin  penpgnuianya lelapl Jugda unluk
masyarakat, serla signilikan mengurangl dampalk
negatit  ferhadap  logkungan dan - sosial dalam
kezeluruhan silidus pongepenesnnya,

2l, konselidasy, ..
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51. Konsnlidasi Pengedaan Barangf.Jasa adalah strategi
FPengadaan Barang/Jusa wang menggabungkan
beberaps paket Pengadaan Barang / Jasa sejenis,

22, Keadaan Kahar adalah suatu keadaan vang terjadi di
luar kchicndak para pihkalk dalam Kontrak dan tidale
dapat diperkirukan schelumnys, sehingga kewagiban
vang dilentukan dalum Konlrak mengadi ldak dapar
dipenahi,

23, Kepala Lembaps adalah Kepala LKPP.

24, Toko Dalam Jarinpan vang sewanjutnya disebut Toko
Danng adslah sistem informasi yvong memfasilitasi
Pengadaan  Barang/Juasa melalul penyelenggara
perdaganpan melalan sistem eleklronik dan el
daring.

2. Ketentuan huruof a, huraf ¢, hurof g, dan burat b Pazal 4
diabah, sehingoa Pasal 4 berbuny sebapgal beriloat:

Pasal 4
Pengedaan Barang/ . Jasa bertujuan ontuk:

a.  menghasilkan baranc/jase yvang tepat dari setiap
vang vang dibelanjakan, divkur dar] aspek kualitas,
kusnbitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penvediag;

b, meningkatkan pengmanaan peoduk dalam negeri;

meningkatlan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil,
dan Koperasi;

d. meninpkatkan peran Pelaky Usaba nasional;

mendukung pelakaanann penelitian an
pemantaatan barang/jasa hasil penelitian;

meningkatlan keikarseriaan induastri krearif;

£, mewluurdban pemerataan ckonoml dan memberikan
perhiazan kesempalan berusahsa, dan

h.  meningkatkan Pengadaan RBerkelanjatan,

3. Ketenfuan . ..
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3. Kewentuan hurof g Pasal 8 dihapnis, sehingza Pasal 8
berbunyi scbagal berkul:

Pasal &
Pelak Pengadann Barang/ Jusa terdivi atas:
a. Pa;
b. KPA;
c. [FPE;

¢l. Pejabat Pongadaan;
2. Polga Pemilihan;

f. Agen Pengadaan,

g dibapus,

h. Penyelenggara Serakelola; dan
1. Penvedia,

4, Diantara huraf { dan bunaf g ayval (1) Pasal 9 Jdisisiplkan 1
{satul hurof yalkni huaral [1, Pasal 9 ayvat (1] hurul 1
dihapus, serts ketentuan ayatl {3) Pasal 9 diubah, schingza
Pasal 9 berbuoyl sebagan herikoan

Pazal 9

(1Y  PA sebapaimana dimaksud dalam Pasal & huruf «
moemiliki tugas dan kewenangan:

a.  melakukan  tinodekan  yang  mengakibatkan
pengeluatan anggaran belanja;

b.  mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam
balas angparan belanja yang telah ditetapkan;

menelapkan pereneanaan pengadaan;
menctapkan dan mengumumkan RUT,

e. melaksanakan Konsaolidasi Pengadaan
Barang/ Juss;

f. menetapkan Penunjukan langsung  untuk
Tender/ Selelksi ulang gogal;

[1. menetapkan pengennan Sanksi Daltar Hitam;
menetapkan PP

G

h,  mepetapkan Pejabat Penpadaan,

Lo dihapmas . ..
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1. dihapus;
j-  menetapkan Penvelengpara Swalclola;

k. menemapkan tim teknis;

|. menetapkan tim juriftim ahli uneuk
pelaksanann melahai Sayembara/ Kontes;

menyatakan Tenler gapal)Seleksi gagal; dan

., menetapkatn  pemenang pemiliban/ Persecia
untuak merade pernilihan:

1] Teneer/ Penanjukan Langsuig/
E-purchasieg unnak paket  Pengadaan
Barang/Pekerjaan KonstrksifJasa

Lainiya dengan nilal Pagu Anggaran paling
sedikit  d1 atas  Rpl00.080.000 G000 00
[zcratus nuhar rupiah); atan

2} SHeleksi/Peminjukan Langsung untuk paleet
Pengadaan .lasa Konsultanst dengan rilai
Pagy Anggnran pahng scdilat di atas
RplOo00. 000 000,00 (scpululh mihar
rupiak].

(2] PA untuk pengelolasn APEN dapal melimpahbean
kewenangan sebagainana dunaksugd pada aval (1)
kepada KPA sesuni dengan ketenfuan peraturan
perundang-undangan.

(3] PA untulr pengelolaan APBD dapat melimpabkan
Lkewenangan scbagaimana dimaksud pada avat (1)
hurul a sampal dengan huruf {1 kepada KPA.

Ketontuan ayat [3) Pasal 10 dmabkah, sehingga Pasal 10
berbunyl schagal berikut:

Pa=al 10

(1 KPA dalam Pengadsan Barane/Jasa sebuagaimanas
dimalsod dalam Pasal & huruaf b melaksanakan
pendelegasiun sesual dengan pelimpahan daen PA

(2] Selain kewenangan sebaraimand dimalesud pada ayat
(1), KPA berwenang menjawab Sangeah Banding
peserla Ternder Polenjaan Kenstruksl

(3) KPA ...
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(3] EPA dapat menugaskan PPK unfuk melaksanakan
kewenangan scbagammano dunaksud pado avat {1}
varg terkait dengan:

a. melakukan tindakan  vang mengakibatkan
pengeluaran angparan helanja;, danfatay

b, mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam
batas anggaran balanja vang telah ditetapkan.

(4] KPA  dapat cdibant oleh  Pengelola Pengadaan
Barang/.)asa.

(5] KPA  pada  Pengadaan Barang/Jasa  vang
menggunakan anggaran belania dari APBD, dapat
merangskap sebagai PPE. :

Ketentuan Pasal 11 dinbah, sehingga berbunyi sebagad
borikouit:

Pasal 11

{1} PPK dalarmn Pengaduan Baranp/Jasa sebagsimuans
dimalkisid dalam Pasal & hormad o mermlika togas:

B, [HNETYUSUN percnodldin pengadaan;

b, melaksanslan Konsolidas: Pengadaan
Barang /- Jasy;

v, menctapkan sposifikas] teknis/Kerangka Aouan
Kena [[KAK),

.  menctapkan rancangan kontrak;,
¢, menctepkan HPS,

.  menctapkan besaran uvane muks vang akan
dibayarkan kepada Penyvedia;

o, mengusullan perubahan jadwal kegiatan,

h. melaksanakan H-purchazing untuk nilai paling
scdileie di atas Rp200 00000000 (dua ratus juta
rupiahl;

i.  mengendalikan Konlrak;

J- menyimpan  dan menjogs keutuhan  seluroh
dalzumen pelaksanaan kegialan;

k. melaporkan  pelalsanaan dan penvelesaian
keoatan kepada PA S KPA,

|, menyerahkun . . .
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l.  menyerahkan hasil  pekerjasn pelaksanaan
kegtatan kepada PAJKPA dengan herita acara
peryerabiat;

m, inenilal kinetja Penvedin;
n. menctapkan Gm pendukung,
0.  menctaplan tim ahli alau tenapga ahli; dan

p.  menetapkan Surat | Penunjukan Penyedia
Barang/Jaza.

(2] Belain melaksanakan tiagas sebagaimansa dimaksud
pada ayat (1), PP melaksanakan tugas polimpahsan
kewenangan dari PASKPA, mehput:

a.  melakykan tindakan  vang  mengalabatlkan
pengeluaran anggaran belanja; dan

h.  mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan
pthak lain dalam batas angesaran belanja vang
telal ditctaplean.

{3} Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan
Barang/.Jasa yany mengeunakan anggaran belanga
dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTE  unruk
melaksanakan eas PP sehagaimana  dimaksud
pada avat (1} huruf a sampai dengan bumf m.

[4) PPTH yang melaksanakan tugas PPK sebapaimatia
dirmaksid pada avar [3) waril memenuhi persyaratat
kompetens PPK.

Ectentuan hurmaf a avat [1) dan ayat (4) Pasal 13 dinbah,
serta hurul b agal (1) Pasal 13 dibapos, sehinggs Pasal 13
berbugyi sebagad berilout:

Pasal 12

(1) Pukjn Pemilihan dalam Pengadaasn  Barang/Jass
sehapgainana  dinsksud dalam Paszal 8 huorul e
mermilikl tupas:

a.  melaksanakan  persiapan <an pelaksanaan
prmilhan Penyvedia keouall BE-purchasting dan
Penipadasn Langsung;

b, dihapus; dan
o. menetapkan - ..

jdih.lkpp.go.id




SH No DRXTHA

PRESIDEM
RFFUBELIF, INDOMESIA

- 14 -

c. wmecnctapkan  pemenang  pemilihang Penyedia
uniuk meteds pemilihan:

1.  Tender/Prnunjukan Langsung untak paket

Pengadaan Barang/Pekerjaan
KonstiuksifJasa Laicnya dengan nilai Pagu
ANEFAran paling banyak

100 KO0, a0 _ DO, 00 (seralas milar
ruplal); dan

2. Beleksi/Peminjukan Langsung untuk paket
Fengadoon Jasa Konsultansi dengan mela
Papu Anggaran peling brenvak
Epld.000.000.000,00 {sepulnh muliae
rupah].

(2]  Pokja Pemilihan schasaimeans dimakeud pada ayat (1)
berangeorakan 2 [Ligap orang,

(2} Dalam hal berdasarkan perimbangan kompleksias
pemilihan  Penvedia, apsgota Pakja Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dapat ditambah
sepanjang kerjumlah gasal

{4} Pokja Pemilihan dapar dibantu cleh tim ahll atauw
tenaga ahli.

Pasal 15 dihapus,

Ectentuan Pasal 16 ditambeh 1 (satu] ayvat valkni avat (3],
schingza Pazal 16 berburgd schagsd berikut:

Pasal 16

(1] Penyelenpgara Swakelola sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 3 huamaf b terclivi atas Tim Persiapan, Tim
Pelaksana, dan/atag Tim Pengawas.

(2] Tim Persigpan memiliki tugas menyusun sasaran,
rencana keglatan jadwal pelaksanaan, dan rencana
Hayva,

12} un Pelaksana  memililii tugas melalksanakan,
mencarat, metgevaluasy, dan melaoorkan  secara
berkalzs  kemajuan  pelaksanasn keglatan dan
PETHY S M eIl AIZEATILL.

4] Tixn L L
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(4]  Tim Pengawas memiliki lugas mengawasi perslapan
dann  pelaksenuan el maupun administras
Swalkclola.

5] Penyclengpara Swakelola sebapaimana  dimaksod
pada ayat (1] dapal dibantu aleh Pengelola Pengadaun
Barung/Jasa,

10, Eetentuan Pasal 19 diuhab, sehingea berbunyl sebagal
berikui
Pasal 19
(1] PI'K  dalam menyusun apesifikast tekois/KAK
barang/jasq menpglinakan:
. produk dalam negeri;
b.  produk bersertifikac SN,

c. produk usaha mikre dan keol Rerta koperasi dan
hasil produksi dalam negeni: dan

d. produk ramah lingkungan hidup.

{2} Dalam  ponoyusunsn spesifikasi teknis/KAK
dimungkinkan pemyebican merek terhadap:

a.  komponen barang ! jasa;
b, suku czdang;
c.  bapgian dad salu sigtem yang sudah ada; atau
d. barang/jasa dalam kalslog elektronib atean Toko
Drring.
3] Pemenuban penggunaan produk sebagaimana
dirmnaksud pada ayat (1) dilalnakan sepanjang tersedia.

{4} Produk ramah  lLngkuogan hidup  sebapaimana
ditmaksud pada avar (1) hurai d menggunslan
Larang dan jasa vang berlabel ramah lingkungan
hidup.

11, Ketontuan ayat [2), ayat [3), dan aval (5] haruf ¢ Pasal 26
diubah, serta Pasul 26 ayal (4) dihapus, sehingga Pagsal 26
berbanyi sebapgai herikoat:

Pasal 26

{1} HIP'3 dihutung sccarn keahiiam dan mengeunskan data
yany dapatl dipertsngepungawabkan,
(2] Milad . . .

SKONo 192771 A jdih.lkpp.go.id




g* I
PRRESIDE M
RCPLUBLIE INDORMESI A

- 16 -

{2} Nilai HPS bersifag tidak rahasa.
{3) Rincisan HPS bersitat rahasia,
(4} Dihapus.

(5] HPS dipunakan scbhagsa:

a.  alat untik menilai kewsjaran havga penawaran
dan/atan kewajaran harps satulan;

L., dasar wuntuk menclapkan  batas tertingg
penawaran  vang  sab dalam Pengadaan
Barong/Pekerjaan  KonstruksifJasa  Lainiyys;
dan

r. dasar untuk menerapkan hesaran nilal Jaminan
Pelaksanaan bagl  penawaran  yang  nilainya
kurang dar #04%: {delapan puluh persen) dari
nilai 11P45.

(6] HPEZ tidak menjadi dasar perhilungan  besaran
kerugian negara.

{7} Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan
Barang/Jasa dengan Page Angearan paling banyak
R 140,000 000,00 [srpuluh JuLa rmahy,
R-prircheasing, dan Tonder pekerjasn terintegras,

(B) Penetapan P33 paling lama 28 [dua puluh delapan)
hari kerja sehelum batas alkdhir untak:

a-  pemasulan penswaran untuk permalihan denegan
pascaliuahlilasi; alaul

b. pomasulan  dokumen  kualifikasi - unok
prmilihan dengan prakoaalitikasi

12, Ketentuan Pasal 27 diubah, szhinpga erninyi sebagal
berloat:

Pasal 27

(1] Jenis Kontralk Penpadaan Barong/Jasa Lainnya
terdin atas:

A, Lumsum;
. Hargs Satuan:

¢, Dabungan Lumsum zban Harga Satuan;

d.wantral . - .
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d. EKontrak Payung; dan
e.  Blaya Plus Imbalan.

(2] JJenis Kontrak Penguadaan Pekerjaan Kanstruksi
tordirl atas:

a. Lumsuam;
ta,  Harga Satuan;

Crabuangan lamsum dan Hargs Saluat,

o

Putar Kunwel; rlan
g.  Biaya Plus Imbalan,

{3} Jenis Kaontrak Pongodasn  Jasa  Kansultans
nankaonsfroksl terdin aras:

A,  Lurtsizm,
b,  Wakiu Penugasan; dan
c. Konlrak Payong,

f41  Jenis Hontrak Pengadaan  Jasa  Konsultansi
Konstruksi lerdin atas:

a.  Lumsum; dan
3. Waktu Penupgasan,

{3} Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksnd pada ayat
{1} huruf a, avat {2) hurad &, avac (3] harul a, dan ayat
{# huruf 2 merupakan Konlrak dengan ruang lingkup
pekerjaan dan jumlah harga vang pastl dan tctap
dalam batas wakln tertentu, dengan ketentuan
scbapal berikul:

a.  scmus nsiko  sepenuhpva ditanggung oleh
Poryvedia;

b. berodentasi kepada keluaran, dan

. pembavaran didasarkan pada tahapan
produk,/ keivaran vang dihasilkan sesual dengan
Eontrak,

(5] Kontrak Harga S3atuan sebagaimona dimaksud pada
avat (1] huraf b dan ayat [2] hurul b mecipakan
Kontral Penpadaan Darang/Pekerjaan
Eonsirukesif Jasa Lannya dengan harga satuan yang
telap unmak sefiap satuan atsu unsur pekerjasn
dengan spesifikasl tcknis tecrtentn alas penyelssalan

sclurah . .
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scluruh pekerjuan dalam batas waktu yang telsh
ditelapkan dengan Ketentuan sebagal berikut:

A, volurne  ataun  kKuaotitas  pelerjaannys  masih
bersifat  perkirpan  pada  saal  Kontral
ditandatangant

b, pembayaran berdasarken hasil pengulouran
bersama atas roalisast volume pekerjaan; dan

¢, nilai akhir Kontrak dilelapkan zetelah sehirih
pekerjaon disclosaikan,

{7} Kontrak CGabungan Lumsum dan Harga Satuan
sebagaimana dimaksod pada ayat (1) huruf ¢ dan ayat
{2} hurud ¢ merupakan  Kontraw  Pengadaan
Barung/Pekerjaan Kanstmiksif.iasa Lamnrya
gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 [satu]
pekerjaszn yang diperjan)ikan,

(8]  Kantrak Payung sehaganmana dimaksud pada avat (1)
huruf d dan ayvat (3] kurwl o dapat berupa kontrak
harga satuan dalam penode wakon tertentu untuk
baranpg/jasa vang beliun dapat ditentukan velume
dan/atsm wakou pengivimannya pada zaar honlrak
uilandataigani.

{9} Konlrak Putar Kuneci sebagaimana dimaksud pada
avar (2] hurmaf d memupakan suastu perjdanjiin
mengehal pembanguanan suatu proyek dalam hal
Pepvedia setuju untuk membangun provek lerselat
secara lenglap sampol sclesdl termasuk pemasanpa
somua perlengkapannyd sehingga provek tersebut
slap dioperasikan ataa dilhani.

(10) Eontrak Biaye Plus linbalan sehagaimana dimaksud
pada avat (1) buraf e dan ayat (2] hurol ¢ merupakan
=his Kanteak vang digunakan wuntuk Pengadaat
Barang/Fekerjaan KonstrulesifJasa Leunnva dalam
rangks penanganan keadaan darurat dengan nilai
Kentrak merupakan perhitungan dari biaya aktoal
ditarnbah imbalan dengan persentase tetap atas biaya
aktial atav imbalan dengan jumban totap,

([11) Kontralt berdasarkoan Waktu Penugasan selsmpaimana
dimaksud pada syal (3] haratl b dan ayat [4) huraf b
merupakan  Kontrak  Jasa  Konsullansi  untuk
pekerjann  yang ruang  hngkuprga belum bsa
didefinisikan dengan rinei den/atau woekin vaag
dibutubkan untuk moenyelesaikan pekeriaan belam
Msa digestiban.

(12) Kantralks . ..
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(12] Kontrak  Tahun  Jamalk merupdakan RKonlrak
Pengadunn Barang/Jasa yang membebani lebih dan
1 [satu] tahun  angparan dilakoksn selelah
mendapatkan persetljuan pejabat vang berwenang
scgual  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan, dapat beruna:

a.  pckerjaan yvang penvelesaiannya lebith dart 12
{dua belas) bulan;

b,  pekerjnan vang penyelesaiannyra lebih dan 1
{zsaty) tabun anggaran; atan

¢ pekegjaan yang memberikan  manlaal  lebih
apahila dikonteaklkan untuk jangka wakoa lekbah
dari 1 [satu] Tahun dnggaran dan paling lama 3
{liga] tahun anpgaran.

13. Diantara Pasal 27 dan 28 gizisipkan 1 {san1) Pasal, yvakmo

14.

Pasal 27A, schingea berbunyl scbagal berikut:

Pu=al 27A

(1] PPK dapat mengpinakan selain jenis  Kontrak
sebapaimansa  dimaksud dalam Pasal 27 sesuai
dengan karaktenstik pekerjaen vang akan
dilaksanakan,

(2] PPR dalum menctaphksn jems Lontrole sebagaimana
imaled pada ayal (1] harus memperhatikan prinsip
efisienn, efelktil dan tidsk  berlentangan  dengan
ketentuan peraturan peruncdang-undangan,

Ketentuan ayat (1) houd ¢, avat (4], avac [5) dan aval (7]
IPasal 28 diubah, sehingpa Pasal 28 becbunyi sebagai
benkul:
Pusual 28

(1] Bentuk Kantrak terdir acas:

4.  bukll pembelian/ pembavaran;

b, kullansi;

¢, surat penntah kernja;

. surat peganjian; dan

C. surat PEsatnan.

{2) Bulti . . .
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{2} Bukn pembelianf pembayaran sebapaimuna
dimaksud pada ayat [1) hurwf a digunakan aniuk
Pengadaan Barang/Juasa Lannya dengan nilai paling
banvalk Rpl0.G00.000,00 {sepuluh jura rapiah].

(3] Kuitansi sebapaimana dimaksud pada ayat [1) laouaf
b dipunakan untuk Penpadasn Barang/Jasa Lainnya
dengan nilai paling banyalk RpdO.000.000,00 [lima
puluh jurta rupiah).

(4] Surat perintah kerja sebagaimana dimaksuad pada
ayat [1) hurad o dipunakan untuk Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai paling banwvale
Rp L0000 008 00 [zeratus juta rupiah), Pengadasn
Barang/Jasa Lainnyva dengan nilal paling sedikil <
atas Rp30.000.000,00 [lina puluh juta rmapiah)
sampal dengan nilai paling banvak Rp200.000 000,00
(dua ralus jua rupiah), dan Pengadaan Pckerjaan
Konstraks: dengan nilai paling banyak
Bp200,000,000,00 («fua ratus juta rupiah).

[ Sural perjanjian sebagaimana dimalisid pada ayat (1)
huruf d diganalan untulk Pengadaan
Rarang,/ Pekerjpan Konstruksi/.Jasa Lainnyva dengan
nilal paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta ruplah] dan unlok Pengadaan  Jasa
Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas
Rpl00.0GC000,00 [seratus pata mipiah).

() Suvrat pesanan scbagaimana dimaksud pada agat (1)
huruf ¢ dipunshkuan uniak Pengadaan Barang/.Jasa
nelalul E-prerchosing,

{7} Kelentuan mengena bukhd pendulung untuk masing-
masing bentuk Koentrak sebagaimana dimalksud pada
ayat (1] dilaknikan sesual peoraturan menterl yang
menyelenggarakarn, urusan pemerinlahan i bidang
kevangan noogard slad peratran menteri yang
menyelengearakan urasan dl hlang pemerintahan
dalurn rexgert,

15, Ketentuan - .
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15. Ketentuan ayat [2) don ayat (7] Pasal 30 ciubah, serta di
antara ayat (2] dan ayvat [3) disisipkan 1 [satu) ayat, yakni
ayat (2u), schingea Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Prasual 30

{11 Jaminan Pengadean Barang/Jusa terdiri atas:
a, Jaminan Penawaran,
L, Jaminan Sanggah Danding;
<. Jaminan Pelaksanaan:
d. Jaminan Uang Mulka; dan
2. Jaminan Pemeliharaan.

(2} Jamunan Penawaran sebagnimana dimaksad para
avat {1} huwruf a untek pengadasn Pekerjaan
Konstruksi dun  pengadsan  barang/jasa yang
dilalukan sceara ternlegras,

(2a] Jaminan Sungpush Banding sebagaimana dimaksud
pada syat [l) horuf b hanva untuk pengadaan
Pekegasn Konsiruksl, o

(3] Jaminan sebagainana dimaksud pada ayat (1] dapat
berupa bank garansi atay surety bond.

(4] Bentuk Jamnan sebagaimana dimaksud pada avat

(3] bersifat:

a. tidek bersyarat:

L. mudah dicairkan; dan

o harus dicairkan oleh penserbit jaminan paling
lambat 14 {empat belas) hao kea selelah surat
perintah PCllCairan dari Polkia
Pemilihan/I'TPK/Pihak vang diberi kuasa oleh
Fokja Pemiliban/PPK ditecimn.

(5] Pengadman Jasa Konsullansi tidak  diperlulan
Jamingn Penawdran, Jaminan Sanggah Banding,
Juminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemecliharaan,

(6]  Jarninan dari Bank Umum, Perizsahaan Penjaminan,
Perusahaan Asuransi, lembaga kewsogan khusus
vang, menjalankan usaha Jdi bidang pembiayean,
penjaminan, dan asuransi untuk mendorong elespor
Iwloesia  sesnal dengan ketentuan  poraturan
porundang-undangan di bidane lembaga pembisraan
ekspor Indonesia dapat digunakan uotik semua jenis
Jaminan,

[7] Perusaiaan . ..
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(7Y Perusahasn Penjaminan, Perusahasn Asiransi, dan
lembaga kenangan khusus vang menjalankan usaha
di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi
untuk mendorons elkspor Indonesia sesual dengan
ketentian peraturan perundang-undangan di bidany
lembaga pembiayaan ckspor Indanesla sebagaimana
dimaksud pada ayat (6] merupakan Perasahaan
Penerbit Jaminun yang memiliki izin usaha dan
pencatatan  produls swretyship di Clenlas  Jasa
Kouangan.

16. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagad

L7,

bernkut:
Pasal 31

(1) Jaminan Penawaran sebagaimana dimalesud dalaon
Pasal 30 ayat (2} diberlakukan untuk nilai HPS paling
sedikit i ates RplQ 000 000.000,00 (sepulubh miliar
rupiah).

{Z) Jaminzn Penawsran sehagaimana dimaksud pada
avar (1] besarnya antara 1% [=atu persen) hingga 3%
{Ugs persen) dari nilai HPS.

[3) Peneadaan Barang/Jdasa yang  dilalkcukan  secars
terinlegrasi, Jaminan  Ponawaran  sebagaimana
dimakeud pada ayat (1) besamyva antara 1% [sata
persan} hingga 3% ([lipa persen) darl nilal Pagu
Anggaran.

Ketentuan Pasal 32 diubah, sehinpggza berbunyl sebagai
beriloat:

Fazul 32

(1] Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimalsud
dalam Pasal 30 ayat [2a] besarnya 1% {satu persen)
dari nilsl HES,

(2] Untuk Pekerjaan Kanstralosl torintegrasi, Jaounan
Sanggaty Banding sebagaimana dimsksud dalam
Pasal 3¢ ayat (2a) besarnya 1% (sara persen] darn nilal
Fagu Anggzran.

18 Ketentuan ...
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18. Kelentuan huraf a ayat (21, ayvat {3) dan ayat [4) Pasal 33
diulrah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagal berikoat:

Pasal 33

{1} Jaminan Pelaksanaan scbagaimana dimaksud dalam
Pagal 20 ayar (1) huarof o dibelakukan untuk Kontrak
Pengadaan  Barang/Pekerjaan Konstroksi/Jasa
Lainnya dengan nilai paling scdikac di oatas
Rp200.000.000,00 {dua rats juta rupiah),

(2] Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Udak diperlukan, dalam hal:

a. Dcngadaan Jasa Lainnya yang asct Penyvedia
dikuasai deh pengmuna; ata

b. Tengadaan Basany/Jasa melalui E-purchasing,
[3) Besaran nilad Jaminan Pelaksanaan sebagai berikul

. untuk nilwd penawsran antara BO%W [delapan
puluh persen] ssampai dengan 1009 (scratus
perscn) darl nilal HPH, WJaminan Pelaksansdan
sebosar 5% (ma persen) dar nilal konerak; alau

b. untulk niky periwaran o bawab B0% {dclapan
pulub  persen] darl nilal HPS,  Jamnioan
Pelaksanaan sehesar 5% (ima persen) dar nila
HFPE,

[4)  Besaran nila Jaminan Pelaksanaan uniuk pekerjaan
terintegrasi sebagal benikut:

a.  untuk nilal penawaran antara 80%  [delapan
b persen] sampod denpan 100% (seratus
persen] dar nilui Pagn Anggaran, Jaminan
Priaksanasn sehesar 3% (lima perscn) dari nila
lkontralk; atau

b, untuk nilai pensawsran di bawah 80% [delapan
puluh persen) dar nilai Pag Anggaran, Jaminan
Pelaksaraan sebesar 5% [lima persen} dan nilai
Paptl Anggarar.

(5] Jaminan Pelaksansan berlako sampsad dengan serah
tarima pokerjaan Penpedasn Barang/.Jasa Lainnya
alan serah terima pertama Meicerjami Konslraksi,

1%, Eetentaan . .
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19, EKerentusm ayal [2) dan ayat [(9) Pazal 38 diubah, serla
dicambahkan 1 (saty) huraf pada avat {3), vakoa huaf i,
sehingga Pasal 38 Lerbunyi sehagai herikat:

Pasal 38

{1} Metode pemilihan  Penvedia Barang/Pekerjaan
Konstriiles: / Jasa Lalnnya terdri atas:

a. E-purchasing,

b. TPengoadaan Langsung;
.  I'enunjulkan Langsung;
d.  Tecnder Copat; dan

c. Tender. '

{2} E-purchasing sebagaimana dimalksud pada avat (1)
huraf a, dilaksanakan untuk Briang/DPckerjaan
KunstroksifJasa Lainnys yvanp sudah  lercantum
dalam kalalog clektronik atau Toko During.

[3) Penpadasn Langsung seboagoimana dimaksod padas
Aaval (1] hurul h dilaksanakan untiuk
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Laannva  vang
Lernilal palng banyak Rp2G0 000,000 00 dua ratus
juta rupialy.

(4] Pernunjukan Langsung sebagaimana dimalesd pada
Ayl 1) hurul ¢ dilal=anakan untuk
Barang/Pekerjaan Konslruksi/Jasa Laannys dalam
kiadaan tertentn,

[5)  Kriteria Barang/Pekeguan Konsiruksi/Jass Lainmyva
untull keadaan terlentu sebagaimeans dimaksud pada
avar {4} meliputi: '

A penyelenpeardean penyviapon keglatan vang
mendadak wnoak menindalklanpatl komicmen
internasional vang dihadin aleh Presiden/Walsil
Pre=ziden:

b, harang/jasa vang herzifar  rahaszia  untuk
kepontingan Megara teliputl mtelijzn,
pertlindunpsn saksl, penpgamansan Presiden dan
Walil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan
Wakil Presiden beseria keluarganya sorts tsann
negarsa selingkal - kepald  negara/kepala
pemerintahan, atau barang/jasas lain hersifat
rahiasia sesual dengan  ketontuan  peraturan
merindang-1arelangan:

e. Peleeraan . .,
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. Pekerjaan Konsiriaksi lranganan Fang
merupakan salu kesatuan sistem konstroksi
don satu kesdloun rangeung jawak atos risiko
kegpgalan banpunan yang secara keseluruhan
tidak  dapat  direncanakan/diperhittmgkan
sebelumnya,

d. Barang/Pckeroan  KonsoubksifJasa  Lainnya
vang hanya dopal disediakan oleh 1 ([satu]
Pelukn Usaha yvang mampu;

¢, pengadaan dan penvaluran benih unggul yang
meliputi benth padi, jagung, dan kedelai, serte
pupuk yang meliputi Urca, NPE, dan ZA kepada
petani dalam rangka menjamin ketersedizan
henih gan pupalk sccara tepat dan cepat U0k
pelaksanaon poningkalon kelahanat pangan,

L, pekerjaan prasarana, sarana, dan ulililas drolsm
di linglungan perumahan  bagi  Masyarakat
Berpenghasilan Kendah vang dilalesanadoan oleh
pengembanp yang borsangloalan;

¢, DBargng/Pekerjaan honstrules:/Jusa  Lainnya
yang spesifik dan hanva dapat dilalosanakan oleh
Lemepang haol paten, alau pihak yang telah
mendapat zn dar pemegang bak patan, atau
pihak yung menjadi pemenang tender wuntuk
merndapatlat zin dar pemermtah:

. Barang/Pckerjuin KonstruksifJdasa  Lamnva
vang selelab dilakukan Tender ulang mengalami
kegapalan; arawn

i,  pemdlihun penyedia untak melanjutkan
pengadasn Barang/ Pekerjnan Konstrulesif Jasa
Lainmva datam bal terjadi pemutusan Kontrale,

Tender Coput sebagaimana dunaksud pada ayat (1)
hurit d dilaksanakan dalam hal Pelaku Usahs tetah
werkualilikasi  dalam. Sistem Informasi Kinerja
Penyedia untul pengadoan yang:

a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah
dapat ditenlubun secara ringl; arail

b.  dimungkinksa  dapat  menyvebutkan  merek
sebupgaimana diatur dalan Pasal 19 ayat [25
bruruf b dan hunaf c.

{7 Tender . . .
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(7] Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dilaksanakan dalam hal tidak dapat mengguiraksn
metode permniliban Penyedis sebasaimana dimadosod
pada ayar [1) fburaf a sampal dengan hoaroad d,

20, Kelenluan avat {3} Pass]l 39 diubah. sehinpga Pasal 39
berbunyl sebazal boeriknt:

Pamal 30
(1] Metode evaluasl PENAWATHIL Penyedia
Harang/ Pekeriaan Komairnksi fJasa Lainnysa

dilalakan dengan:

a.  Bistern Nilag;

b, Pemlaian Biaya Sclama Umur Ekonomis; atan
<.  Harga Terendah,

2] Melede ocvaluast Sistemm Nilalr digunakan  untubk
Penpadaan  Barang/Pelcenaan  KonstrolosifJdasa
Lajinnya yang memperhilungkan penilaian tcknis dan
harga.

(3) Metede evaliasi Penilaian Bilaya Selama Umur
Ekcuonmis dignnakan untuk Pengadasn Darang yvang
memperhitungkan  faktar wmur ekonotnis, harpa,
binyva opcrasional, hiave pemeliharaan, dan nilai sisa
dalam jangks waktu operasi tertentu.

(4] Mctode evzluasi Harga Terendab dipunakan anouk
Pengadaan  Barang/Pekecjaan Kaonstruksi/ Jasa
Lainnya dalam hal harpa menjzdi dasar peretapan
pemendng di antara ponawaran yang  mefnenuhl
persyvaratan tclmis.

21, Ketentuap ayat (o) Pasal 411 ditambahkan 4 [empat) hanaf
vaktl huraf e, hurad {, huruf g, dan burot h, sehingga
Pazal 41 berbunyl sebagal berloul:

Pasal 41

(1] Metode 1:-Er'riilih_an Peryedia Jasa Konsultansi rerdici
AT
. 2rleksl;
by, Pengadasn Langsung; dan

¢, Penunjukan Langsuang.

(2] Selekst ..

SK No 192751 A jdih.lkpp.go.id




PRESIDEMN
REPUBLIE INDOMESIA

LaT

[T Selcksi schagaimana «litnaksud pada ayat {1} hurul a
dilaksanakan antuk Jasa Kousultansi bemmila paling
sedikil di aras RplRO.O000000.00 (seranis juta
Tupia).

(3] Pengadaan Lanesung sebaganimana dimaksad pada
aval [1) hurof b dilakzanakan untuk Jass Keosultansi
vang hernilai sompai dengan paling  banvak
IR 10000000, 00 [seratus jula rupiah).

4] Penunjukan langzung schagaimuana dimaxsud pada
ayat {1} buruf ¢ dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi
dalam keadaan tertenlo.

{3) Kriteria Jasa Konsultans: dalam kKeadaan tertenta
vehagaimana dimaksud pada avat [4) melipuis

a. Jusa Konsultansi vang hanya dapat dilaltukan
aleh 1 {saty Pelaku Usaha yang mampu;

b.  Jasa Konsultansi vang hanya dapat dilakukan
pleh 1 {sany pemegang hak cipta vang wish
lerdaftar atau pibak vang felah mendapat izin
petnegang hak cipta,

e, WJasa Konsullanst v bidang hukum melipat
kensultan  bhukuam/advolasi atan pengadaan
arbiter vang tidak aircnceinakan sebelamnya,
ntul menghadapi gugatan denfaran tantutan
hulum  dard  pihak  lertenfu, yang  sifat
pelalczanaan prherjasn dan/atan pembelaannya
harus segera dan adak depat ditunda;

. permintaan berulang {repeat ordety untuk
Panyedia Jass Konsuliansi yang sama,

e, Jasa Kensultansi young setelah dilakulkan Seleks]
ulang mengalami legapealan;

I, pemilihan penyvedia untuk melaogutkan Jasa
Koosultansi dalam * hal eradi pemutusan
Komtralks;

9

Juss Konsullansi yaong bersifat ralinsia scsusi
dengan kerentuan peoratursan perarwlang-
undangan; atau

h., Jasa akli Dewan Sengkets Konstruksl,

(3 Dalam - . .
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{5} Dalam hal dilalukan Penunjukan Langsung uniak
Fanvedia Jasa Konsultans sebagaimana dimalosud

poda avat [5) hural d, diberikan hatasan paling
banvak 2 (dua) kal,

22, Ketentuan avac [4) buraf b dan ayal [7) huraf b Pasal Sl
divthah, sehingga Possl 5S¢ berbunyi sehagal heriloac:

Pasal 50

(1] Pelaksanaan pelnilihan melalui Tender/Seleks:
melipati;

i, Pelaksanaan Kualifikesi;
B Pongumuman danalan Undangan;

¢.  Pendaftaran dan  Penpambilan Dolamen
Fermilihan;

Pemmberian TPenjclasan;
Penyarmpalan Dolumen Pensearan;

Cvaluasi Doloimen Penawararn;

N S

Penelapan dan Peppuinuman Pemenang; dan
b Dunpgpah.
(2] Selain ketentuan schapsinans dimaksuad pada avat

(1] wunmk peolalsunssan pamilihan  Pekerjaan
Konsuuksi ditambahibean tanapan Sangeah Banding.

{3) Pelaksanaan pomilihan schagaimana dimaksd pada
ayat [1), untuk Scleksl Jasa Kensultansi dilakukan
klarfikaz dan neposias terhadap penawaran teknis
dan biaya sctelah mass sanggah selesal,

(4] Pelaksansan pr:rﬁilihan melahui Tender Cepart dengan
letentuwan sebagai berlout:

a. peserta  tolah  lerkualifilzasi  dalam Sistom
Informast Kinerja Penyedia;

b peserta menvampaikon ponawaran hargs;

e, evalhlast penawaran harga dilakukan melalus
aplikasi; dan

d. penetapan  pemonang berdasarkan harga
penaw sran teoendah,

(3] Pelaksanaan - .
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(3] Pelaksanaan E-purchosing waib dilakukan untuk
barang/jasa  yang  menyangkul pemenuhian
kebutuiian  nasional danfatan slralegls  yuang
ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala
deerah.

()  Pelaksanaan Penunjukan Langsunpe  dilaloudoan
dengan mengundang 1 satn) Pelaku Usahe yang
digelih, dengan disertal negosias leknis maupun
harga.

(7]  Pelaksanaan Pengadaan Lanpsung dilakukan scbagai
berilaat:

a. pembelian/pernbayaran langsung  kepads
Penyedia unink  Pengadasan  Barang/Jasa
Lainnya wvang menggunakan bukll pembelixon

~ atouw kuitansi; atan

b. permintaan penawaran yang disertai dengan
klarifikasi serta negosiasi telknis dan harga
kepada  Peleku Usaha  untuk  Penpadaan
Langsung vong menpggunakan surat perintah
kena.

(8] Pemilihan dapat segera dilalsanakan setelah BUP
dicunumkan.

9y Untuk barang/jasa  vang konwaknya harus
ditsndatangani pada awal tahun, pemilibhan dapat
dilak sanalksn sctelah:
d  penctapan Pago Anggaran 11 atan

b. persetujuan REA  Peranglkat Daeraly sesuai
dengan ketentiean  peraturan perandang-
undungan.

{10} Pelakssnsan pemilihan scbagaimana dimaksuad pada
aval [Y) ddakukan sctclah RUP damumkan terlehih
dabulu melalui aplilkasi SIRUR,

(11} Penawaran harpa dapat dilakukan -dengan metode
penawaran harps sccars bernulang (E-revarse Avction).

23, Kelentusn Iasal 31 divhal, sekingea herbnanyi selmesn
berkul:

Fasal ol
[} Prakualifilkasi gagal dalam hal:

a. setelaly . ..
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a. setelah pemberian walitn perpanjangan, tidak ada
peseIta yang menyampalkan daokumen
lualifilkkazi: atan

o jumlah peserta vang lulus pralkaalifileasi kurang
dann 3 uga) peserta.
{2} Tender/Seleksi gagal dalam hal:
a. terdapot kesalshan dulum proses evaluasi;

b, tidak ada peserta yang meonyampailsn dokamen
penawarzan setclaly ada pemberian waktul
PETpAL] AT ZAT;

o, tidalk ada peserta vang lulus evaluas) peiaearan;

d, rliternmakan kesalahan dalam Dolumen Pemilihan
atan  tidak sesuai dengan  ketentumn  dalam
Paratyran Pre=iden ini;

gt

szluruh peserta terlibat lorupsl, kolusl, danfalea

nepatisine;

I. seluruh peserra terlibat persaingan usaha tidak
sehar;

o seluruh PETLEWALADN harga Tender

Barang! Pekarjqan  KonstruksifJasa Lainnwa di
aras HPS;

h. negosiasi blaya pada Seleksl tidale tercapai;
Aan fatan

i, korupsi, kolusi, danfatan nepotizme melibatkan
Polyja Pemilihan/ PPK.
(3] Tender Cepal muzal dalam hals

a. tidak ada pemerta atau hanyve 1 [sally] peserta yang
menvampalkan dokumen penawaran setelal ada
pembensn wakin perparjangan;

b, pemenang atae pemeonang cadangan lidak ada
vang menphadind verifloasi data kunalilikasi,

r. <ditesnukan kesolahan dalam Dokumen Pemilihan
atal tidak sesusd dengan ketentuan dalam
Fepariran Presiden ind;

g, =elarab peserta terlibat koropel, kolusi, danfatau
ncpotisme;

o, seluruh L
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e, zeluruh peserta terlibal persaingan usaha tidak
srhat; dan/atau

f. karupsi, kelusi, dan/atan nepolisine mehbatkan
Palkja Pemilihan /PP

4] Prakuoalifikasi gapel sebopoimana dimaksud pada
ayat 1) dan Tender/Scleksi gagal sebagaimana
dimalesud pada ayal (2) haral & sampal dengan huraf
h dinyatakan oleh Pokja Pemmiliban,

{3) TecnderfSecleksi gagsl sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] huruf i dinyatakan aleh PASKPA.

B Tindak lanjut dun prakusalintkas: gagal sebapaimana
dimaksid pada ayar (1), Pokja Pemilihan segero
melakukan prakuglilikas ulang dengan ketentuan:

a. sctelah prakoaliikasi clarg jamlah peserta vang
luhas 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleks
dilanjuckan; atau

b. sctelah pradoualifileasi wlang jumbah peserta yang
iulug L (salu) peseria, dilanjutkan dengan proses
Penunjulan Langsung,

(7] Tindak lanjue dan Tender/Selelksi gagal sebagaimana
ditnalaad  pads ayrar (2, Pokje Pemilihan segora
melakukan:

a, evahzasi wlang, atau
b, Teuder/Seleksi ulang,

&' Evaluasi ulang sebagromana dimaksud pada ayat [7)
hural a, dilakukan dalam hal Aremubkan lzesalahan
EyaullAay]l PEAWAIEN. '

(@] Tender/Seleksi vlany sehagaimana dimaksud pada
aval {7 buraf 1 dilalmibkan uontulke Tender/Seleks
gapal sebagnimana dimaksud pada ayat (2] hural b
sampai dengan humat 1.

(193] Dalam hal Tender/Seleksi ulang  scbagaimana
dimaksud pada ayat {9} gagal, Polga Pemmliban
dengan perselujuan PASKPA melakulkan Penunjukan
Lang=ung dengan kritecia:

a, welinihan tidak dapat ditunda; dan

. tidak culnap  walto  wntule  melaksonalian
Tendery Sclelesl.

(11 Taudal: . ..
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(11} Tmmdalk lanjut dari Teruler Cepat gagal sebagaimana
dimaksud pada avat (3}, Pokja Pemtilihan melalsukan
reviuw  peonychab  kegagalan  Tender Cepal  dan
melakikan Tender Cepat kemball atan mengganli
metade pemilihan lain =ebapgaimana diatur dalam
Fasal 38 avar {1].

24, Relentuan Pasal 58 diubah, sehinges berbunyd sehagat
beriku:

Pasal 54

(1] PPPK menyerahkan  barang/jasa  sebagaimana
dimalksud dalatn Pasal 57 kepada PAJKPA.

(2] Berah terima sebagamimana dimaksud pada aval (1)
ditnangkan dalam berila acara.

25, Ketentuan ayal (1], ayat (2) dan ayat {3) Pasal 61 diubah,
scrta di antara ayar (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (sany ayat
vakor avat (2a), sehingea Pusal 61 herbunyi sebagai
baerikuet:

Pasal 61

{1} 1Mkecualikan dan  kerentuan  dalam  Perstoran
Fresiden ini:

a.  Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan
U/ Badan Layonan Unmim Daepaly;

. Penpadaan Barang/lasa vang dilalksanalkan
berdagsarkan tarif yang dipublikasikan secara
lnas kepada masyaraloat,

c. Pengadaan Barang/Jasa vang dilaksanakun
sesuai dengan praiiik bisnis yang swdah mapan;
dan/fata

d. Pengadaan Barang/Jaso vang diatur dengan
ketentilan  pemsluran perundang-undangan
lalnnya.

(2] Pengadaan Barang/Jasa pada Badan  Lavanan
Umum/ Ladan Layanan Lhmum Dasrsh scbhagaimana
dimalsud pada ayar [1) horol a diatur lersendiri
dingan peratran  pimpinan Badan  Layanan
Umum/Badan Lavanan Umurn Dacral.

(24} Dalam . .
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{Zaj Dalamn hol Badan Layvanan Umwmn dan Badan
Lavanan Umum Daerab belom mmemilila persluran
pengadaan  barang/jasa  tersendit, pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
dan Badan Lavanan Umum Daesrah berpedoman pada
Peraturan Preziden ini

(3] ¥etentuan lebih lanjut mengens pengecuahan dalam
Pengadantt Barang/Jasa  sebagaimana dimakesad
pada avat {1} diamr dengan Perataran  Kepala
Lembaga,

26, Ketentuan Pasal 653 diubah, sehingea herbunyt scbagai
herikiar:

Bagian Kesatu

Peran Serta Usaha Keelf dan Koperasi

Pa=mal &3

(1) Usahea kecil terdirl atas Usahe Mikro dan Usaha Kecil,

(2] Wementerian/lembaga/ Pemerintalh Daerah  wajib
mengpanakan produk usaha leceil scrta koperast dan
hasil produks: dalam negen.

(3] HKementcrian/Lembags,/ Pemnerinlah Daerah
sehagaimana  dimeaksud  pada ayat (2 wajib
mengalokasikan paling sedikit 40% [empat puluh
persen] darl nilal anggaran belaya barangjasa
Kermenterian Lembaga Pemerinlah Deceals,

(4] DPaket pengadasn Barsnp/Pekerjaan Konstrubosi, Jasa
Luinnye denpan nital Paga Anggaran sampai dengan
Rp 15000000 000,00 {lima belas miliar  rupiah)
dipemintukan bagi usaha kceil dan/ataw koperast,

(3] Wilai Pagun  Angparan  pengadaan  schagaimanas
dimaksud pada aval (4 dikecwalikao untuk pakeet
pekerjaan vang menuntiar kemammian teknis vang
Tidak dapat dipenuhi aleh vsaha kecil dan koperasi.

(3] Kementerian vang menyolenggaralan Lrasdn
pemerinlahan di bidang koperasi dan usahbe kecil dan
Femerintah Daerabh memperluas peron serta usaha
keell  dan koperasi dengan mencanlumkan
barang/jasa prodiaksi 1maha kecil dan koperas: dalam
katalog elektronik.

(¥] Penvedia . . .
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{7} Penvedia usaha nonkecil atau  koperast  vang
melaksanakan pekegasan melakuksan kerja sama
usaha dengan usaha kel dan/atau koperasl dalam
bentulk kemitraan, subkontral, aau bertuk kerja
sama lainnya, jika ada usaha kecil atau koperasi yang
memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

(3] Xcrja =ama dengan usaha kecil danjatau Roperasi
schapaimana dimalsud pada ayat [7) dicantsmbkan
dalam Doliumen Pemilihan,

Ketentuan ayat (2§, avat (3] dan ayat (4] Pasal 66 diukah,
dan dixzntara avat (3] dan ayvat 1) disisipkan 1 [saby] ayar
vakol aval [3a), schinpea DPasal &6 berbunyi sebhagali
brerikl:

FPazsnl &6

(1] Ecmenternan/Lembaga/Perangkat  Daerah  wujib
menggunakan produk dalam negerl,  lermeasuk
rancane bangun don perekavasaan nasional,

(2] Kewajiban pengminaan moduk dalam nepen
stbapadmana dimoksoed poda avat (1) dilaloakan
apabila terdapal produk dalam negen vang memiliki
penjumlahan nilan Tingkat Komponen Dalam Neper
(TRIIN] ditambah nilsd Bobol Manfwal Perusahaoan
(BMP) paling sedikit 40% [empar pabuh persen),

(3] Milai TEDN carn EMP sebagaimana dimaksud pada
ayat  [4] mengacu  pada  daflar  inventarsasi
barang/jasa produks] dalam negert yang dilerbitloan
olch kementerian wvang menvelenpgarakan urusan
permerintaban di oidang perindusteian,

(3a] Kewajiban penggunaan  produk  dalam neped
schagaimana dimalsud pada avat {€) dilakubkan pada
Lahiap Perencanaan Pengadaan, Persiapan
Pengudasn, ataw Pemihhan Penyvedia.

(4] Kelenlusn schagsunana diunaksud pada ayat [3a)
dicanlumkan dalam RUP, spesifikasi csknisfKAK,
dan Daloamen Pemiliban.

(2] Pengodaan barang impea dapat dilakuloan, alam hal;

A barang tersebur belum dapal dipredobsi di
dalam negerl; atan

b, wolume produksi dalain negerd udak mampu
racmenuhi kelunabiae.

{f} LKPP. ..
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5) LEPP danfatau kementerian/Lembaga/Pemenntah
Daerah memperbanyale pencantuman produle dalam
negert dalam katalog elektroni:,

Ketentuan Pasal &7 diubah, schingea berbunyi sebagai
benloat:

Pasal &7

(1] Preferensi harga merupakan insenil bagl produk
dalami necgeri pada  pemiliban  Penvedia  berupa
kelebihan huargs yang datat diterima.

2] Dreferensi harga diberlakulan untuak Pengadaan
Burang/Jasa dengan nilad HES paling sedikit di atas
Epl.000.000.000,00 [satu miliar mapiah).

{3) Preferensi harga diberikan pada pengadaan Barang
dengan kelentuan sebagai berikut:

a, diberikan lerhadap Barang vang meinilika TEDN
pating rendah 25% {dua puluh lima persen);

b, diberikan paling tinggl 25% [doa puluh lima
perseny;

Mipechimingkan dalam evaluasi harga penawiaran
vang telah memenuhi poravardlun administrasi
dan telnis; -

]
i

d. penetapan pecmcenang berdasarkan urutan harga
tercndah Hasil Evaluas Akhir (HEA);

g,  HEA dihitung dengan rumus HEA = {1 — KP} = 1P
dengan:
KE = TKDN x preferons: terlingg
KP mermpakan Koefisien Prelercns
HP meripakan Harga Penawaran sctclah karclest
aritmeatil; dan

[, dalam hal terdapar 2 {dua) atau lebih penawaran
dengan HEA terendah wvang sama, ponawar
dengan TEDW lcbih besar ditetapkan sebagai
PEITETATLE,

(4] Untuk Pekerjaan Konscruks! pada mctode pomilkhan
Tender Internasicmal, preferenst haregs  dibenkan
paling tingzi 7.5% {tujub koma lma persen) kepada
badan usaha nasional di atas harga penawaran
terendah dari hadan usaha asing.

20, Ketentuan . . .
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29, Keleruwan avat (21 ayal [3) dan ayat (5] Pasal 72 dinbah,
getta avat [4) Pasal 72 dihapus, sehingga DPasal 72
herbunyl =ebapai beribkut:

Pasal 72

(1] Katalog elektronik deapat berupa kataleg eleltronik
nasinnal, katalog elektronik scktoral, dan kalalog
clcktronik lokal.

(2] Katalog clcktrommk schapaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat informas] berupa dallsr, jenis, spesifiikas
lekris, THDN, produk dalam negesi, produk 3N,
priviul ramaby lingknangan hidup, negara asal, harea,
Peryedia, dan informas! lainnys terkaat barangfjasa,

(3] Pengelolaan katalog elcktrontk dilaksanaksn oleh
Kementerian,/ Lembapga ! Pemerintah - Daerah ata
LKFT,

(4] Dihapus.

(5 Kelentuan lebih lanjut mengena pengelolaan kataleg
elekironik sebagaimana dimeksud peds  ayat (1)
diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

30, Diantara Pasal T2 dan Pasal ¥3 dimisipkan 1 {satu)] pasal,
yalil Pasal 72A sehingga borbunyl schaga berlkul:

Pazal 724

1] Barang/jasa  vang ditransaksikan melalm Toko
Iarng memihk kritena:

a.  standar atau dapat distandarlean;
b, memiliki sifat rtsilto rendabh; dan
. harga sudah terbentule di pasar,

{2] Barang/jesa sebagaimana dimaksud pada ayal (L)
tidak ditayvangkan pada kalalog cleklromk,

(3] Keotentuan lebih lanjut mengenesd Toko Danng diatur
dadam Peraluran Kepala Lembages,

3l. Keeniuan Pasal 74 dmbab, sehingga berbunyi sehagai
b ribeae:

Pasal 74

(1] Humber Dava Manusia Pengadosan  Barsng/fTasa
tereivl mlas:

#, Sumbor .
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2. Sumhber Duava Pengelola Fungsi Pengadaan
Barang/.Jusa;

b.  Sumber Daya Perancang Kebijakun dan Sistcm
Pengadaan Barang/Jasa; dun

. Sumber Daya Pendukung Ekosistern Pengadaan
Rarang/Jasa,

{2} Sumber Daya Pengelola  Fungsi Pengadaan
Barattz,.Jasa scbagaimana dimaksud pada avat [1)
huof a merupakan sumber daya manusia yvang
mrclaksanakan fungsi pengadaan  barang/jasa  di
lingkungan Kemenlerian f Lembaga/ Pemerintah
Daeral,

{3} Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem
Pengadaan Barang/Jasa sebogaimana  dimalsud
pada ayat (1) haral b meorupskan sumber daya
manusia vang melaksanakan perancangan kobijakan
dan sistem Perigadann Barang/Jasa.

(4] Swmber Daya Pendvkung Ekosisiern Pengadasn
Rarang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada ayac (1}
hural < merapakan sumber dayva manasia vang
terdiri  dari berbagai  keablian  tertenlu dalam
mernclukung polaksanaan Pengadaan Barang/.Jasa.

(5) Ketentuan mengenal Sumber Daya Manusia
Pengadoan Baraug/Jasa  scbagalmana  dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan hwaf © berdasarkan
leetcntuan peraturan porundang-undangan.

32, Di antara Pasal 74 dun Pasal 75 disisipkan 2 (dua) paszal
vakni Pasal 74A dan Pasal 745 schingga berbunyi sebagai
herilkut:

Pazal 744

(1) Sumher Daya Penpelddla  Fungsi Pengadean
Barang/.lasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74
avat [1) hural a, terdirl atas:

a. Pengelola Pengadaon Barane/Jasa; dan
b. Perzonel Lainnya.

(2] Kementerian . . .
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(2] EKementernan/Lembaga/Pomerntah Daerah  wajib
memiliki  Pengelola  Pengadaan — Barang/Jasza
sebagaimana dimalesad pada aval [1) hurul & sebagai
I'okja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan.

(2] Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditupaskan
schapai PRE, membaniu tupas PASKPA,
melaksanakan persiapan pencantuman barang/juasa
dalam katalog eleltronik, dan ditagaskan schagal
Sumnber Days Pendukung Ekosistem  Penpadaan
Barang /Jasa.

(4] kewajban schogaimana dimaksud pada avat (2)
dikecualikan untuk KementeriangLembaga  dalam
hal:

a. nilat  alau  jumlah  paleet  pengadaan i
Kementerian fLembaps Udak menculupl untulk
memenuhi  pencapaian balas  angka  leredit
minimun pertahun bagh Penpelds Pengadaan
Buarang/.lasa; atan

b.  Sumber laya Pengelola Punpsi Peosadaan
Barang/Jasa diiakukan oleh prajurit Tontara
Mazional Indonesia aran angpows  Kepolisian
Negara Republile Indonesia,

{0} Dalam hal pengecualian sebagaimana dimnaksod pada
ayal [4), pcongelolaan  pengadasn  Barang/Juasa
dilakukan oleh Personcl Lainnva  sebagaimans
dimalkesud pada ayat (1) hucal b

(5]  Persone! Lainnya scbagaimans dimalksud pada ayal
(2] wajih memiliki sertilikal kempotonsi di bidang
Pengadaan Barang/Jasa,

(7] Dalam hat Pzrsonel Lainnyva belum memiliki sertifilear
kompetensl di hidang  Pengadaan  Baranpf.Jasza
sebagaimana dimaksud pada ayatl (6] wajib memiliki
serlifikat Pengadann Baratye/Jasd tinplat
dasar flevel-1.

(&) Sumber Daya  Pengelola Fungsi Pengadaan
Borang/Jasa berkedudulan di UK.,

(9] Afas dasar perumbangan kewenangan, Sumber Daya
Pengelola Fungsi Penpadaan - Buarang/.Jasa vang
dilugaskan sebagai PPK dapal berkedudukan di haar
VKPL.I

FPasal 7T&B ...
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Pasal 748

(1] Kementonan/lembaga/Pemerinlah Doerah yang
wa]ib memiliki Pengelola Penpaduan Barang/Jasa
menyusun  rencana aksl  pemenuhsan Pengelola
Pengadsan Barang/-lasa.

(2] Dalam bal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/.)asa
di lingkungan  Kementerian/ Lembaga ! Pemerintah
Daerali belum menculupi sesuail rencana aksi
pemenuhan  Pengelela  Pengadaan  Barang/ Jasa
scbagaimana dimabsud pada avat [1), maka:

a. petaksanaan tipas: Polga Pomilitban dilalukan
dengan ketentuan:

1. Pakja Pemilihan uwuntuk =setiap  paket
pengadaan, wajily beranggolakan sckurang-
kurangnya 1 {satu] Pengelo's Pengadzan
Barang/f.Jaza; dan

4. Anggota Polja Pemilitian sclain Pengelola
Fengadaan Barang/ Jasa dilaksanakan oleh
Fuepawal Negeri Sipil vang mernilild sertifikat
kompelensi . danfatau  sergifikat  keahlian
tingkat dasar/level-1 di bidang Petgadaan
Barang/Jasa,

b. pelaksannan tagas Pojabat Pengadaan  yang
tidak dapat dilalnukan oleh Pengelola Penpadaan
Buarang/Jasa, dilaloukan oleh Pogawai DNegeri
Sipil wang  memilifi sertifikar’  kompetenzi
dan/fatau sortifileat Leahiian Linghat
dasar/ evel-1 di bidang Pengadaan Barang/Jase.

(3} Dalam hial Kementerian/ Lemhbapa,/Pemerintah
Dacrah  belum  memililki  Pengelola Pengadaan
Burung/.Jasa, Satnpal terscdianya Pengelala
Pengadaan berdasarkan rencsana aksi pemenuhan
Pengelola Pongadaan  Barang/Jassa  scbagaimana
dimaksud pada ayat. (1), pelaksansan tusss Pokja
Pemilihan/Pejalsal Pengadaan dilaksanaian oleh:

. Pegowai Meperi Zipil vang memiliki serliiikat
kortipetensi dary/ataw sertifikest keahlian tingkal
tasar flevel-1 di bidang Pengadow: Barong/ lasa;
dan faranl

b,  Agen Pengadaan,

fa) Kelentuan . .
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{4} Ketentvan lchibh lanjut mengenal reoosams akes]
pemenuhan Penpelola Penpadasm Bareng/Jfasza
schapaimana dimaksod pada avat {1 dratur dalam
Peratiran Kepala [embaga.

Kelenluan ayal (L] Pasat 75 diubah, di antara avat 3] dan
aval (4] chsisipkan 1 {saty) avat, vakni avat (3a), dan
keternian Pasal 75 ditambahkan 3 (tiga) ayat vakmi svat
{3}, avat {A), dan avat (7}, schingga Paszal 75 berbuny
schagnl benkut:
Pagat 7o

{11 Menteri) kepala lembaga/kepals daerah membeniuk

UKPE] yuang memiliki  fugas  menvelenggarakan

dukungan penracaan barang/jasa pada
Lementerian/ Lembaga f Pemerintah Dacrah.

{2] Talam  rangka  pelaksanaan tupas UKPE.}
sebapaimana dmmaksud pada avat [l), URPBJ
merilila fungs
a2,  pengclolasan Penpgadasn Barang/ Jasa;

b.  ponpelolasn layanan penpadsan SECATH
cleltromnil;

¢,  pombinaan  Sumber  Dava Manusia danb
Kelembapsan Pengadaan Darang/ Jasa;

d.  pelaksansen  penctampingan,  kensubasi,
dan/ataw bimhingan teknis; dan

e, pelaksansan tagas lain vang diberikan oleh
mentari f kepala bembaga /kkepala daesrah.

{3} UKPHI sebagainwne  dimaksud  pada awvat (1)
berbentuk struktural dan ditctapkan scsual dongan
ketentuean peraturan perundang-undangan.

{3a} Kepals UKPHET wajlb memenuhl standar kompetensi
jubtlan yang mencakup kompetenst tekniy di bidang
Pengadanan Rarang/Jasa,

(4] Fungsi pengelelaan  iayanan  pengadaan  secara
eleklronik sebagaimana dimalkesied pads aval [2) horal
b, dapat dilakasanakan aleh 1nit kerja 1erpisah.

3] Pembentulan UEPRD sebagaimana dimaksud avat (1)
dikcoualikan bapgl Lembaga yang tidak memenuha
knteria untuk membentluk UKPEJ,

(f1] KPR . .
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(5] LKPBRJ Kementerman/Lembaga/Pemerintah Daerah
melaksanakan peningkatan  kapabilitazs  UKDPBJ
melalm model kematangan UEDPBJ untuk menuju
pusal keunpeuban Pengadasan Barang f Jasa,

(V1 Kerentuan lebih lanjut mengensl Lembags yang Lidade
memenubi  kriterda unluk membenink UKPRI
selbagaimana dimaksuad pada  avar (5] dan
pelaksanaan peningkatan kapahilicns UKPB.I
melalul model kematanpsn URPBEJ schagsaimana
danalksud pada aval (G} dialur dalamm Peratatan
Kepala Lermnbaaga,

ketentuan Pasal 78 diuhah, sehingga berbunyi sebagai
berilogt:

Pasal 78
(1) alam hal peserta pemilihan:

a.  menyvampakan  dolamen atay keterangan
palsuafridal benar untule memenuht persvarotan
vang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

k. terindikasi melakukan persckongkolan dengsn
poscrta lain untuak mengalor hargs penawaian

o, torindikas melakukan korupst, kalust, danfatau
nepolisme dalam pemilibian Penvedia; atau

d.  mengundwrkan din dengan alasan yenge Uedak
dupal ditennma oleh Pejabal Pengadaan Pakja
Pemmiliban/Agen Pengadaan,

peseria perruliban diketad sanks administratd,

(2} Dalam hal pemenane pemiliban mengonduckan din
dengan alasan vang tidak dapet diterima sehelam
ponlandatanganan kontrak, pomenang  pemilihan
thkenal sanks] administralil

{3} Dalam hal Penvedia:
a4, lidak molahksanakyan Kontrialk, tdak

renyelesalkan pelkerjaan, atanl tirlak
mclaksanalkan kowajlban dalam masA
petneliharasr;

b, menvehahkan kegagalan bangunan:

¢, menyerahikan .
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¢.  menvershkan Jaminan  vang  btdak  dapat
dicairkan;
d. melakukan  kesalaban  dalam  perhitungan

jurnlahfvolume hasil pekerjasn  berdasarkan
hasil audit;

¢, menyerahkan barong/jasa  yang  kalitasnya
tidak sesuai dengan Kontralk herdasarkan hasil
audit; atan

[, terlambat  menyelesaikan pekerjaan sesual
dengan Kontrak,

Petiyedia dikenal sanksi administratif.

{4} Perbuatan arau tindakan sebagaimana  dimaksud
pada avat [1), ayat (2], dan syat [3) dikenalkan sanks
administranl berupa:

a. sanksl digugurkan dalam pemiliban,

b,  sanksi pencalran jartinan;
¢ Zanksi Daftar Hitam;
d.  sanksi ganti kerogian; dan/alag

e, sanks denda.

{5} Dclanggaran atas kKetentuan scbhagaimana dimaksud
pada;

a.  ayat (1] huraf a sampai dengan huraf oo
dikenaloan sanksi digugurkan dolam pemilihan,
vanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan
Sanlksi Daftar Hitam selama 2 {dua) fahun;

b,  ayar (1) hurf d dikenskan sanks pencairan
Jaminan Penawaran dan Sanksi [Dafrar Hitam
selama 1 {satu) tadwin,

¢, avat (2] dikenaloan sanks pencairan Jaminan
Penawaran darn Saoksi altar Hitsm selama 1
[salu) Ladian,

e, ayat (3} bumif a dikcnakan sanksi pengairan
Jaminan Polaksanoan atau sanksi pencairon
Jaminan  Pemeliharazn, dan Sanksy Daltar
Hitam selama § [sany) tahuan;

e, ayat [3) hurul b sampai dengon hurul e
dikenaxan sanksi ganti kemaglan scbhosar rdae
kerpian vang ditimbullean; atau

Ioawal (2] ...
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. ayat (3] huraf f dikenakan sanksi denda
keterlambatan.

35, Ketenruan ayat (1) burmif ¢ dan huruf ¢ Pasal 80 dinbah,
sehingga berbunyi sebagai berilout:

(L)

(2]

{3

Pazal B0

Perbuatan atau tindakan pescrta pemihban yang
dikenakan sanksi dalam proses laialog berupa:

#.  menvampaikan  dokumen ataa kelerangahn
palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan
vang ditentukan dalom Doliumen Permilihan;

. rerindikasi melakukan persekonpkolan rdengan
peserta lain untul mengatur harga penawaran,

v, terindikasi melakulan korupsi, kolust, dan/atan
nepotisme dalam pemiliban Penyeadia;

d.  mengundurkan dirl dengan alasan vang tidalk
dapat diterima Pokja Pemilihan/Apen
Pengadaan; alan

e. tidak menandalangam Bontrak katalog.

Parbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenalan
sanksl dalam proses C-parchesing berupa tidalc
memenuhi kewajiban dalam Kontrale pada kalalog
clekironik atau surat pesanan.

Perbustan  atau  lindakan sebagaunana dimaksud
pada aval 1] dan avar [2) dikenalcan:

a. sanksl digugurkan dalam pemiliban,
b. EHanlesi Duafrar Hitam;

c. sanksi penghentisn zementara dalam sistem
transakel E-puirchasing: dan/atau

d. =sanksi penurunan pencantuman Penyedia dan
katalog elekiromk,

(4] Pelangearan . .
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(4] Pelanggaran aras ketentuan sebagaimana dimaksud
pada:

. ayat (1] huruf a sampai <dengan horof c
dikenakan sanksi dipugiwkan datam pomilihan
dan Sankszi Dllar Hitam selama 2 (dwa) tabman,

b, awyat [1) huraf d dan humif e dikenakan Zanksi
Daftar Hitain selama 1 [satu) tahun;

c. ayat (2] alas pelanggaran  sural pesanan
dikenakan sanksi penghentian sementara dalam
sislem transaksl E-purchasirg selama 6 (enam)
Inilan: atau

d.  ayat {2} atas pelanggaran Rontrak pada kotalog
elekoromik  dikensakan  sanksi ponurunan
pencamtuman Penyedia dari katalog clekeronik
selama 1 {salu) Ladnan,

{5} Pengenaan sanksi sebagaimans dimaksud pada avat
{4} ditctapkan oleh Kementerian Lembaga/Peranglkar
Dacrwh  atas  usulan Pokja Poemilihan /Pejabat
Penpadaan / Agen Pengadaan dan/atan PPR,

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3} Pasal 82 diubab, sehinggn
Pasal B2 herbuinyd sebapal berikutl:

Pasal 82

{1} Sanksi administriatil dikenakan Leepada
P4 fKPA/PPK/Pejabat  Pengadaan/TPokja  Pemiliban
yang ladai melakukan suatu porbudran yang menjacdi
keowajibannya,

(2] Pemberian  sankst  administralil sebagaimana
dimaksul pacda ayvar {1) dilaksuanskan oleh Pejabat
Pembina Kepegawsion/peiabal  yang  berwenang
geguini  dengan  letenlusn  peratilran perundang-
undanpgan,

(3] Banlksi . ..

jdih.lkpp.go.id




SK MNo 92801 A

35,

FRESIDEM
RFPUBLIE INDOMNESIA

- 45 .

(3} Banksi hukuman disiplin ongan, sedang, atau berat
dikenakan kepada A/ KPA [ PPE [ Pejabat
Pengadaan /Polga Pemilihan yang terbulketi melanggar
pakta intepritas  berdasarkan  putusan  Kiomnizi
Pengawas Persalngan Ussha, Peradilan Umuam, atay
Peradilun Tata Usaha Negara.,

Ketentiian ayat (1] Pasal 83 diubah, sehingpa Pasal 83
berbainyi sebagal heriko

Pasal 3

f1] PA/KFA menavanekian informast poscrta
pemnilihan fPenvedia yung dikenakan Sanksi Daftar
Hitam dalam Daftar Hitam Nasional.

(4]  LKPP menyclenpgarakan Daftar Hitam Masional,

Ketentuan Faszal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Fasal ¥5

(1] Penyclesaian sengketn Kontrak antara FPK dan
Penyedia  dalam  pelsalssanoan Kontralke  dapat
dilakukan melahai:

a. layanan penyelesuian scngketa Konrrak;
b. arbitrase;

Dewan Scngleeta Konstriksi; atan
. penyeclezaian melalul pengadilan.

(2} Layanan penyvelesaian sengketa, Kontrak
sehapgaimana dimaksud puda avat (1) hural a
diselenpgarakan oleh LKPP.

(3] Ketentian mengenal Dewan Scngketn Konstrulsi
sebagaimana dimaksud pada ayal [1) hurof ¢ diatur
dengan peratursan meoterl yang menvelenggarakan
urusan pemerinlghan di bidang pekerzan umum dan
perumahan rakyat.

PASAL L.
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Puasal I

1. Padasaal Peraluran Presiden 1o mulal berlakn, kewagiban
mernliki sertifikal kompetensi unluk Personel Lainnva
sebapgaimana  oimaksud  dalam  Pasal 744 ayal (6}
dilaksanakan paling lambat 31 Desembwer 20023,

2. Pada =snat Peraturan Presicden ini rmuilsd berlakon, Pangsi
pongololaan layvanan pengadaan secara elektronik vang
dilaksanakan oleh onit kerja tecrpizah schagaimana
dimalksud dalam Pasal 75 aval (4] berlaku sampai dengan
31 Nesember 2023,

3. Pada sasr Perairan  Presiden i mulal berlaku,
Pengadaan  Pekerjann  KonstrmiksifPengadaan Jdasa
Konsultansl konstraksif Pekerjaan Kanstriksi
Terintegras: tetap dilaksonakan scsusl:

. Peraturan Menten Pekerjman Umum dan Porumahan
Rakyal Nomoer |4 Tahun 2020 lentangz Stendar dan
Pedopman Pengadaan Jasa Koonsuuksi Melahn
Penvedia dan peratiran pelaksana; dan

I, Peramaran Menter Pelerjaan Llmum dan Pemimahan
Falyat Nomor 1 Tabun 2020 tentang Standar dan
Fidoman Pengadazan Pekerasn Konstrubesl
Tetinlegrass  Rancang Bangun  Melaiui  Penyedia
sehagaimana telah ditbab dengan Peraniran Menteri
Peleraan Unmum dan Perumahan Ralkyar Noanor 253
Talaun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menten Pekergasn Umum dan Perumasahsan Rakyasl
Mowmar 1 Talnan 2020 entang Slandass dan Pedorman
Fengadaan  Pekerjpan Kaostmaksi Terintegras)
FEancang Bangun Melalul MPenyedia dan peraturan
pelalosans,

satnpal diterbitksnnya  Peraturan  Kepala Lembaga
mengenal Pengadsan Pekeean Konslruksi/Pengadaan
Jasa Konsultansi KonstruksifPekerjaan  Konsiraksi
Tenntegrasi.

4.  Yeramuran Presiden inn omlai borlaku pada mangeal
diundangkan,

Agar, ..
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Agar =zetiap crang mengetahuinva, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden  imi dengan
penempalannya dalam  Lembaran  Negara  Repuhblik
Enndonesia.

Dhterapkan di Jaksrta
pada tanpgal 2 Febrasr: 2032

PRESIDEN REPUBLIK IND{OINESEA,
1rd.

JOHRD WD)

undangkan 4i Jakurra
pada tanggat 2 Februan 2021

MEXNTERI HUEKTUM DAN HAK ABASI MANLUISTA
REPUBLIK INDONESLA,

ted,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN XNEXFARA REPUELIE TNDONESLA TAHLU™N 2021 NOMOR 3

Salingn sesual dengan asliova

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPURLIK [NDONESIA
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TN v Silvenna Disman
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